BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1992, ditandai dengan
beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Masyarakat menaruh harapan yang
besar terhadap bank syariah, agar menjadi bank yang membawa kemaslahatan
bagi masyarakat dengan predikat yang disandangnya sebagai bank yang
menjalankan operasionalnya sesuai syariah Islam. Namun demikian berbagali
kekecewaan terhadap operasional bank syariah masih terjadidi kalangan
masyarakat, tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tetapi terdapat jugadari
kalangan yang terpelajar dan memahami dengan baik prinsip syariah,
misalnyaPradja (2012)berpendapat bahwa Perbankan Syariah di tanah air hanya
ada pada islamisasi nama kelembagaannya, belum sampai pada islamisasi para
pelakunya secara individual dan secara materil. Transaksi perbankan syariah tidak
terlalu berbeda dengan transaksi bank konvensional. Para pejabat bank syariah
terkadang tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau keuntungan
menurun. Bank Syariah menetapkan  bagi hasil dengan persentase yang
menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak.

Secara teori, bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena bank
syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba). Pada bank yang menerapkan
sistem bunga, nasabah peminjam akan membayar jasa bank sejumlah nominal
yang tetap karena didasarkan persentase tetap dari jumlah pokok uang yang
dipinjam, tanpa terkait dengan realita usaha nasabah, apakah mengalami
keuntungan atau kerugian. Demikian pula perlakuannya terhadap nasabah deposan
di bank konvensional, yaitu akan memeroleh jasa dalam jumlah nominal yang
tetap, karena jasa dihitung sebesar persentase dari dana yang disimpan nasabah.

Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah
menerapkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah akan
memerolehbagian dari keuntungan riil nasabah yang memeroduktifkan dana. Bank

! Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 53.



syariah akan turut menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha
yang dijalankan nasabah. Perlakuan yang sama juga diterapkan terhadap nasabah
deposanbank syariah, yaitu deposan akan memeroleh bagi hasil dalam persentase
dari keuntungan riil yang diperoleh bank. Deposan turut menanggung kerugian
usaha bank syariah, sepanjang tidak terjadi penyimpangan dari kesepakatan akad
yang telah dibuat.

Praktek mudharabah sebagai praktek bagi hasil dan pertanggungan risiko
telah menjadi praktik yang dibenarkan oleh Rasulullah, pada riwayat ‘Abbas bin
Abdul Mu #lib paman Rasulullah terdapat pada Suntn al-Bai¥+qgi al-Kubr+ dan
Sun#tn ad-D#rul-Qu ni. Petikan hadis dari Suntn al-Bai¥+qgi al-Kubr#didapati
sebagai berikut:
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Adalah ‘Abbas bin ‘Abdul Mutt+lib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam
investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu
tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada
binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung
jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan ‘Abbas tersebut sampai
kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya.

Salah satu bukti bahwa bagi hasil telah diterapkan, terdapat pada
afaKhalifah ‘Umar Bin Kha +b yang berbagi hasil. Diriwayatkan dalam kitab
Al-Muwa aTm+m M+lik berikut ini:

2A¥mad bin | jusain bin ‘ah bin M-sa Abu Bakr al—BaihaqLJ, Sun#n a]~Bai[zaq1‘ al-Kubra,1a ¥q5q
Mu¥ammad Al)clul~Q+c1u ‘A +, Juz 6, (Makkatul—Mukarramih: Maktabatud~ Darul-B+zi, 1994),
Kit+bul-Qir+ «. h. 111, hadis ini terdapat juga pada ‘Ali bin ‘Amru ‘Abu al-lastn ad—DimLQuini al-
Bagd+di, Suntn ad-D#rul-Qu “ni Ia ¥ggu as-Said ‘Abdull+h Hasy®m Yam#+ni al-Mad+ni, juz 3, (Beirut:
DaruLMa‘rsfih, 1966), kitabul—BuLJ-’, h. 78. Hadis ini dinilai «aif karena seorang sanaclmja Abul-J+yud

riwayatnya «aif.
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Abdull+h dan Ubaidill+h, keduanya putra Umar bin Kha ab pergi bersama sebuah
pasukan ke Irak, tatkala kembali mereka bertemu dengan Abu Musya al-Asy’ari
Gubernur Bashrah. Abu Musa menyambut keduanya dan berkata, ’kalaulah aku
dapat menguasakan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, niscaya aku
melakukannya”. “Disana ada sebagian harta Allah, aku ingin mengirimkannya
kepada Amirul Mu’minin untuk Baitul M+l di Madinah”,  “aku akan
meminjamkannya kepadamu, sehingga dengan harta itu kamu dapat membeli
komoditi di Irak, kemudian komoditi itu dapat kamu jual di Madinah”. ”Kamu
berikan pokok hartanya kepada Amirul Mu’minin, dan kamu berdua memperoleh
labanya”. Keduanya mengikuti saran Abu Musa,dan Abu Musa juga mengirim
surat kepada Umar supaya mengambil harta dari kedua anaknya. Ketika keduanya
menghadap Umar, dia bertanya kepada kedua anaknya, “apakah setiap tentara
diberi pinjaman sebagaimana dia memberikan pinjaman kepadamu ?”. Keduanya
menjawab, “tidak”. Umar berkata, “serahkan harta itu berikut keuntungannya !”.
Abdull+h terdiam saja, sedangkan Ubaidill+h menjawab, “Wahai Am>rul Mu'minn ,
janganlah demikian”. “Jika harta itu rusak atau berkurang, kami kan harus
bertanggungjawab”. Umar berkata, “serahkanlah harta itu”. Abdullah tetap diam,
sementara Ubaidillah terus mendebatnya. Maka salah seorang penasehat umar
berkata, “Wahai Am”rul Mu'minn, bagaimana kalau engkau menjadikan harta itu

3Malik bin Anas, Riwagah Yahga bin Yahga bin Kafir al-Laifi, Muwa 7&, (Beirut: Dar al~Fikr,
901?), Kitab a1~Qiri «, h. 541



sebagai girt« syirkah ?”. “Baiklah, aku dapat memandangnya sebagai girt«
syirkah”. Maka Umar mengambil harta itu berikut sebagian keuntungannya,
sedangkan Abdull+h dan Ubaidill+h memperoleh sebagian lagi dari keuntungan

Bank syariah yang mempraktekkan bagi hasil, olenh Chong dan Liu(2009)
dipandang sebagai suatu keunikan, yaituasset dan liabilities-nya terintegrasi,
pernyataan mereka sebagai berikut:

A Unique feature of Islamic Banking is its profit-and-loss sharing (PLS)
paradigm, which is predominantly based on the mudarabah (profit sharing) and
musyarakah (joint venture) concepts of Islamic contracting. Under the PLS
paradigm,the asset and liabilities of Islamic bank are integrated in the sense that
borrowers share profits and losses with the banks, which in turn share profits and
losses with the depositors®

Sebagai bank bagi hasil, bank syariah yang mendasarkan pembagian dari
keuntungan riill ini  memiliki 4 (empat) keunggulan dari bank
konvensional:Pertama, lebih berkeadilan, karena tidak terjadi eksploitasi oleh
pemilik dana selaku pihak yang surplus terhadap pengguna dana selaku pihak
yang defisit. Kedua, tidak terjadi bubble economy, karena dana bank syariah tidak
untuk diputarkan di sektor keuangan (moneter)yang menggelembung dari hasil
bunga. Tetapi dana bank syariah disalurkan ke sektor riilyang mendorong
peningkatan produksi barang danjasa. Ketiga, mendorong tumbuhnya usaha baru
berbentuk sektor riil, karena adanya pembagian risiko usaha antara bank dengan
nasabah selaku mitra. Ke-empat, mengendalikan inflasi dan menyehatkan
perekonomian, karena uang mengalir ke sektor riil yang akan menyeimbangkan
antara jumlah uang beredar dengan jumlah produksi barang dan jasa.

Kembali kepada pernyataan Chong dan Liu (2009), bahwa bank syariah
memiliki keunikan, vyaitu prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad
mudharabah dan musyarakahakan mengintegrasikan antaraasset berupa
pembiayaan yang disalurkan dengan liabilities berupa simpanan dana masyarakat.
Disebut terintegrasi karena perolehan bagi hasil dari keuntungan riilyang diterima

Bank syariah dari nasabah pengguna pembiayaan dibagikan pula oleh Bank

*Beng Soon Chong dan Ming Hua Liu, , “ Islamic Banking: Interest Free or Interest
based?”,dalam Pacific-Basin Finance Journal, vol 17, 2009, h. 126. Kesimpulan yang sama dapat
dilihat pada Feisal Khan, “How Islamic Is Islamic Banking ?”, dalam Journal of Economic
Behavior & Organization, vol 76, 2010, h. 807.



syariah kepada nasabah penabung dan deposan. Apabila jumlah perolehan
keuntungan disisi mitra pengguna dana meningkat, maka nominal bagi hasil yang
diperoleh bank syariah dan Penyimpan dana akan meningkat. Demikian pula
sebaliknya apabila terjadi penurunan atau kerugian disisi mitra pengguna dana,
maka bank syariah dan nasabah penyimpan dana akan memeroleh nominal bagi
hasil yang menurun atau bahkan memikul kerugian pula.Inilah ekonomi riil yang
lebih berkeadilan dalam kegiatan usaha bank syariah.

Bagi hasil yang berkeadilan di bank syariah diwujudkan dengan prinsip
akad mudharabah dan musyarakah. Ketentuan akad dengan prinsip mudharabah
merujuk pada fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (gir+«), sedangkan akad dengan prinsip musyarakah merujuk pada
fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang
kemudian berturut-turut diatur dalam hukum positif pada UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah®, dan peraturan pelaksanaanya pada PBI No:
9/19/PBI1/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Nasabah.

Pembiayaan Mudharabah sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN
No:07/DSN-MUI/IV/2000 memiliki keunikan yang berkeadilan karena memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank
Syariah untuk usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini Bank Syariah selaku fa¥ibul m#+]l (pemilik dana)
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan Pengusaha.
Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari
modal. Keuntungan ini harus dibagi diantara Bank Syariah dengan nasabah

5Penjelasan UUNo: 21 Tahun 2008 mengaturbahwa kepatuhan syariah
(syariahcompliance) kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang
direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yangdibentuk pada masing-masing
Bank Syariah dan UUS. DSN-MUI menerbitkan Fatwa menyangkut produk Bank Syariah.
Untukmenindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalamPeraturan Bank
Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentukkomite perbankan syariah, yang
keanggotaannya terdiri atas perwakilandari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur
masyarakat yangkomposisinya berimbang. Dari rekomendasi Komite Perbankan Syariah ini
kemudian disusun PBI.
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2.

pengusaha secara proporsional diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak

disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (mugabil)

modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal

berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian
rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu
keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya
yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan
yang berlaku dalam aktivitas itu.

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati

bersama sesuai syariah dan Bank Syariah tidak ikut serta dalam managemen

perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.

Bank Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian atau pelanggaran kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Bank Syariah dapat meminta

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam akad.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Dalam hal penyandang dana Bank Syariah tidak melakukan kewajiban atau

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pembiayaan Musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan
Pembiayaan Mudharabah, di manabank syariah danpengusaha sama-sama
berpartisipasi  untuk penyediaan modal dan bersama-sama melakukan
pengelolaan usaha.Lebih lanjut fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Musyarakah mengatur antara lain sebagai berikut :

Permodalan

a. Masing-masing pihak bank syariah dan mitra menyerahkan modal baik
dalam bentuk uang tunai, aset perdagangan atau sejenisnya.

b. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun
untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS [Lembaga Keuangan
Syariah] dapat meminta jaminan.

Kerja

a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.



Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan
wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja
harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian
musyarakah.

b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang
ditetapkan bagi seorang mitra.

c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4. Kerugianharus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham
masing-masing dalam modal.
5. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Selain skim bagi hasil, terdapat juga produk bank syariah yang tidak
didasarkan prinsip bagi hasil, yaitu: penyaluran pembiayaan dengan prinsip jual
beli dengan menggunakan akad murabahah, salam dan ishtisna’. Pada prinsip jual
beli ini, bank bertindak sebagai penyedia/penjual barang konsumtif atau barang
modal yang diperlukan nasabah. Sebagai penjual, maka bank syariah
diperkenankan mengambil keuntungan diatas harga pokok pembeliannya.

Pada ketika bank syariah menerapkan skim dengan prinsip jual-beli ini,
sering terjadi masyarakat kurang dapat membedakannya dengan skim kredit
konsumtif pada bank konvensional. Kesulitan membedakan, karena bank
menetapkan margin secara tetap (fixed) diatas harga pokok, sebagaimana konsep
bunga. Bahkan cara pengakuan laba oleh bank syariah juga menggunakan metode
anuitas,yang lazim diterapkan dibank konvensional. Prinsip jual-beli pada bank
syariah berbeda dengan prinsip kredit konsumtif di bank konvensional.
Perbedaannya adalah, bahwa pada bank syariah tidak boleh terjadi perubahan
harga dalam masa akad® sementara dengan prinsip bunga, bankkonvensional
sewaktu-waktu dapat merubah sesuai suku bunga pasar.Pada prinsip jual-

beli,Bank memang tidak turut menanggung risiko kerugian, karena yang terjadi

®Lihat Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Fatwa DSN-
MUI No. 05/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/1V/2000
Tentang [£tisna’.



adalah jual-beli yang diikuti dengan kewajiban hutang oleh nasabah selaku
pembeli. Prinsip jual-beli bukanprofit and loss sharing(PLS), karena bukan
sebagai pembiayaan memproduktifkan modal dalam rangka menghasilkan laba
untuk dibagikan.

Secara teori, konsep bank syariah adalah konsep yang ideal. Namun dalam
perjalanan implementasinya dalam beberapa dekade awal ini, para ahli masih
meragukan dan kecewa dengan konsistensi bank syariah untuk menerapkan
prinsip bagi hasil. Bank syariah dipersepsikan masyarakat enggan menerapkan
sistim bagi hasil, yaitu lebih banyak menggunakan penyaluran pembiayaan
dengan akad jual beli di mana bank tidak memikul risiko. Berbagai bentuk
kekecewaan terhadap implementasi bagi hasil, selain oleh Pradja
(2012),sebagaimana yang dikemukakan di atas, terdapat juga pernyataan Saidi
(2010) yang cukup membuat prihatin, kutipannya sebagai berikut:

Saya juga tetap optimistik, bahwa di tahap awal bank belum dapat dijalankan
dengan sistem syariah sepenuhnya. Para pengelola memberikan argumen bahwa ini
adalah periode transisi, masa antara, darurat, sembari melakukan edukasi kepada
masyarakat. Namun dengan berjalannya waktu, kebanggaan dan harapan saya lama
kelamaan redup. Karena periode darurat itu berjalan berkepanjangan. Dan yang
membuat saya pesimistik adalah tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari
pemilik dan pengelola perbankan syariah untuk mengimplementasikan sistem
syariah. Bahkan ada kecenderungan ke arah sebaliknya. Para pemilik dan
pengelola, menikmati sistem operasi konvensional (non syariah). ’

Permasalahan yang menjadi perhatian Pradja (2012) dan Saidi (2010),
ternyata juga terjadi pada bank syariah di negara lain. Chong dan Liu (2009),
berdasarkan penelitiannya di Malaysia, memberi penilaian bahwa bank syariah
hanya sedikit menerapkan model-model pembiayaan skim bagi hasil, dengan kata
lain bank syariah lebih banyak menggunakan skim jual beli yang tidak turut
menanggung risiko kerugian. Temuan yang sama juga dilaporkan oleh Khan
(2010), dengan judul “How Islamic Is Islamic Banking ?”, dimana beberapa bank
besar seperti: al-Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Bank

Islam Malaysia termasuk beberapa bank di Pakistan, seperti: Meezan Bank, al-

" Zaim Saidi, Tidak Syar’inya Bank Syariah, (Yogyakarta, Delokomotif, 2010), h. 12-13.



Baraka Islamic Bank dan Faysal Bank, lebih banyak menyalurkan pada skim non
PLS.®

Komitmen maupun konsistensi bank syariah untuk menerapkan prinsip
bagi hasil dapat tercermin dari Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang
diterapkan. SOP ini dipengaruhi oleh berbagai aturan oleh lembaga yang menjadi
pengawas baginya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan menerbitkan Fatwa-
Fatwa sebagai landasan syariah operasional bank syariah, sedangkan Bank
Indonesia ( sekarang Otoritas Jasa Keuangan) membuat pengaturan yang
menyangkut tingkat kesehatan bank.

Pada level yang lebih tekhnis, Standar Akuntansi Keuangan Syariah
(SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) diyakini akan
mampu mengawal konsistensi penerapan prinsip syariah. Pandangan ini
didasarkan alasan bahwa,akuntansi adalah tatanan yang membentuk prilaku
bisnis, dimana tatanan itu direkatkan nilai moral sesuai syariah (yang diajarkan
oleh Allah) sebagai tafsir dari perintah Alquran pada surah Al-Bagarah ayat 282.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...

Menyangkut akuntansi sebagai instrumen yang memengaruhi perilaku ini,
Triyuwono (2006) yang mengutip pandangan Francis (1990) menegaskan agar
akuntansi jangan dilihat sebagai instrumen yang “mati” , tapi harus dilihat sebagai
suatu praktek moral dan diskursif. Praktek diskursif adalah penyampaian
informasi akuntansi sebagai instrumen bisnis yang mampu memengaruhi prilaku
penggunanya, namun jangan lupa, bahwa ahli akuntansi mempunyai peran untuk
memengaruhi praktek akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi itu. °

Akuntansi bank syariah di Indonesia adalah akuntansi yang standar dan
penerapannya dipengaruhi hukum syariah, karena perbankan syariah dalam

definisi Undang-Undang No 21 tahun 2008 adalahbank yang menjalankan

8Feisal Khan, “How Islamic Is Islamic Banking ?”..., h. 810-811.
°lwanTriyuwono, Akuntansi Syariah, Perpektif, Metodologi dan Teori,(Jakarta: PT
RajaGrapindo Persada, 2006), h. 387-388.
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kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam’®. Kegiatan usaha bank syariah
adalah bahagian dari aktivitasmuamalah maliyah, di mana konsep teori amanah™,
menjadi salah satu paradigma sentralnya. Sikap amanah ditandai dengan kesiapan
bank syariah menyampaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi
keuangan, dalam hal ini akuntansi syariahyang sesuai dengan karakteristik bank
syariah sebagai bank bagi hasil.

Triyuwono (2002) berpandangan bahwa akuntansi syariah tidak dapat
dipahami melalui pendekatan konvensional, karena ia merupakan instrumen bisnis
yang terkait dengan Tuhan, Manusia dan Alam, keterkaitan ini telah membedakan
akuntansi syariah dengan akuntansi modern secara signifikan, baik pada nilai yang
terkandung di dalamnya maupun pada bentuk teori dan tujuan dasarnya (the basic
objective).*?

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islam, perlu memiliki
standar akuntansi yang spesifik. Ini diperlukan guna menyongsong puncak
pertumbuhan pada industri perbankan, keuangan dan asuransi. Rahm+n (t.t),
menegaskan sebagai berikut:

The Growth of Islamic Financial market and institutions, culminating in the
growing interest in Islamic Banking, Finance and Insurance reiterates the need for
different accounting requirements. Islamic Accounting is needed to serve different
principles of financial instruments that are founded on the Islamic worldview and
syariah requirement.”

YU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, mendefinisikan Bank Syariah sebagai
Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

1 Konsep Teori Akuntansi telah mengalami perkembangan , mulai dari The Proprietory
Theory, The Entity Theory, The Fund Theory, The Enterprise Theory, Commander Theory, The
Investor Theory dan perkembangan terkini Amanah (Accountibility) atau Ibadah Theory. Teori ini
meyakini bahwa Akuntansi harus memenuhi kebutuhan tanggungjawab kepada tuhan sesuai
maksud syariat.Karena itu laporan keuangan diharapkan dapat menjelaskan pertanggungjawaban
manusia sebagai makhluk yang mendapat amanah menjalankan entitas baik kepada manusia secara
horizontal dan kepada Allah secara vertikal. Teori Amanah ini mirip dengan Enterprise Theory,
sehingga dapat disebut Islamic Enterprise Theory. Lihat Sofyan Syafri harahap, Teori Akuntansi,
Edisi Revisi 2011, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 79.

2 Twan Triyuwono, < Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan
Keuangan Akuntansi Syariah”, dalam proceedings Simposium Nasional | Sistem ekonomi Islam,
Yogyakarta 13-14 Maret 2002, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi islam Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, h. 214.

3 Abdul Rah®m Abdul Rahmn, “An Islamic Perspective of Acccounting Objectives and
Concept”, http://www.newhorizon-
islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action=view&id=11051 download tanggal 12
Nov 13 pukul 12:08 waktu Leiden.



http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action=view&id=11051
http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action=view&id=11051
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Menyadari akan perlunya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah di
Indonesia, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan)telah berhasil
mengesahkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Bank Syariah (KDPPLKS) bersama Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 59 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 1 Mei 2002 yang
diberlakukan 1 Januari 2003.Selanjutnya untuk memberi pedoman yang lebih
rinci terhadap perbankan syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan IAl,
menyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003) yang
diterbitkan pada bulan Juli 2003.** Sebelum PSAK 59 diterbitkan, Perbankan
syariah terpaksa mengacu pada PSAK 31: Akuntansi Perbankan dengan
penyesuaian beberapa istilah disana-sini.

Harahap (2011) menilai KDPPLKS dan PSAK No. 59 banyak mengadopsi
kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI 1998 (Acccounting and
Auditing Organization for Islamic financial Institution) yang berpusat di Manama
Bahrain.”"Namun, menurut Harahap, kedua standar ini masih beranjak dari
akuntansi konvensional.Berikut pernyataan Harahap:

Kalau kita kaji lebih dalam kedua standar ini juga masih beranjak dari
kerangka akuntansi konvensional. Hal ini lumrah karena disiplin akuntansi
Islam sebagai ilmu yang sudah mapan belum bisa terwujud, sehingga berbagai
paradigma masih tetap menggunakan konsep akuntansi konvensional yang
dinilai 1tgelum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai-nilai syariat yang kita
yakini.

DSAK terus berupaya menyempurnakan dan menyahuti kebutuhan Standar
Akuntansi berbagai Entitas Syariah secara lebih luas. Karena itu PSAK 59 tahun
2002 yang secara khusus dimaksudkan untuk bank syariah perlu digantikan
dengan PSAK yang dapat dipergunakan oleh entitas syariah baik berupa Lembaga

Keuangan Syariah maupun entitas lainnya yang melakukan transaksi dengan

% PAPSI 2003 adalah pedoman yang disusun oleh regulator atau asosiasi industri. Dalam
hal ini disusun atas inisiatif Bank Indonesia selaku regulator. Untuk menyusun ini melibatkan Tim
yang terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, IAl, ASBISINDO. Lihat kata Pengantar PAPSI 2003.

15 Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.
499.

Ibid., h. 500.
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prinsip syariah.’IAl selanjutnya membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS)
pada 18 Oktober 2005. KAS dimaksudkan untuk menopang DSAK dalam
kegiatan penyusunan PSAK vyang terkait dengan syariah. DSAK beranggotakan
profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna untuk
menjadi mitra dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK syariah di
Indonesia.

Dalam waktu lima tahun kemudian, tepatnya pada 27 Juni 2007 Dewan
Standar Akuntansi Keuangan dapat mengesahkan Kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sekaligus merinci
pengaturan beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah pada PSAK 59 menjadi
beberapa PSAK. PSAK ini ditetapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2008. PSAK
dimaksud yaitu:

a. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
b. PSAK 102: Akuntansi Murabahah

c. PSAK 103: Akuntansi Salam

d. PSAK 104: Akuntansi Istishna’

e. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

f. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

Perkembangan akuntansi perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini
dapat ditandai dengan tiga fase, yaitu: fase pertama, adalah perkembangan awal 5
tahun pertama, (2002-2007), yang ditandai dengan terbitnya PSAK 59 tentang
Bank Syariah,dan segera didukung dengan terbitnya PAPSI tahun 2003. Fase
kedua, (sejak 2007),ditandai dengan terbitnya PSAK 101- PSAK 106sebagai
pengganti PSAK 59 '8 Fase ketiga, (sejak 2013) ditandai dengan PAPSI
2013.Namun demikian, meskipun telah memasuki fase yang ketiga ini, akuntansi
perbankan Syariah dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Suatu bentuk
ketidak puasan tercermin dari hasil penelitian Yahya et.al (2009), di mana dengan

mengambil sample manajemen dan nasabah 5 (lima) bank Syariah di Yogyakarta

17 i
Ibid., h. 518.
18 pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah telah terdapat ilustrasi
laporan keuangan Asuransi Syariah, selain dari ilustrasi laporan keuangan Bank Syariah.
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dan Surakarta, ternyata terdapat kesenjangan harapan antara nasabah deposan
dengan manajemen bank terhadap informasi keuangan yang disampaikan.®

Beberapa issueberikut ini adalahpermasalahan-permasalahan lainnya
terkait penerapan akuntansi prinsip bagi hasil di perbankan syariah, yang
memerlukan penelitian dengan analisis yang mendalam meliputi:Pertama,
bagaimana esensi prinsip bagi hasil menurutfatwa DSN terkait akuntansi
perbankan syariah?.Kedua, bagaimana fatwa tentang prinsip bagi hasil diadopsi
oleh PSAK dan PAPSI syariah ?.Ketiga, bagaimana PBI mendorong penerapan
akuntansi bagi hasil di bank syariah ?.Keempat, bagaimana akuntansi bagi hasil
diterapkan olehbank syariah ?.Kelima, bagaimana penyempurnaan PSAK syariah
yang dapat direkomendasikan agar sesuai dengan esensi prinsip bagi
hasil.Penelitian terhadap issue-issue ini menjadi penting, agar akuntansi syariah
mampu menjadikan bank syariah sebagai bank yang konsisten menerapkan prinsip
bagi hasil.

Dibawah ini disajikan 4 (empat) issue yang menunjukkan inkonsistensi
penerapan prinsip bagi hasil.

1. Double standar penerapan Basis Kas.

Laporan keuangan bank syariah disusun atas dasar basis akrual, namun
dalam perhitungan bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana menggunakan
basis kas. Ketentuan demikian ini diatur pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan
Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) 27 Juni 2007 paraghraf 42 dan
Lampiran PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, paraghraf 13, sebagai
berikut:“Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan
dasar akrual denganpendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang
menggunakan dasar kas [dimiringkan].

Dari pengaturan menurut KDPPLKS dan PSAK 101 ini maka pendapatan

yang dibagihasilkan kepada pemilik dana, yaitu para deposan dan penabung

9 Rizal Yahya et. al, « Kesenjangan Harapan Dalam Penyampaian Informasi Keuangan dan
Non Keuangan Bank Syariah”, dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (ed), Current
Issues Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 144.
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adalah pendapatan yang telah diterima dengan dasar kas. Ketentuan PSAK ini
mengadopsi Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX 2000 Tentang tentang sistem
Distribusi bagi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah, yang mengatur: “ Dilihat
dari segi kemaslahatan (al-ashlah) dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem
accrual basis; akan tetapi, dalam distribusi bagi hasil usaha ditentukan atas
dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis) [dimiringkan] .
Ketentuan PSAK ini tentu disusun sejalan dengan prinsip ekonomi syariah
yang mendasarkan kepada penerimaan yang riil untuk dibagikan. Namun
demikian prinsip dasar kas ini ternyata tidak digunakan, ketika melakukan
perhitungan pajak maupun pembagian dividen. Perhitungan pajak untuk
dibayarkan kepada negara didasarkan kepada penerimaan berbasis akrual
demikian pula dalam pembagian laba untuk pemegang saham dalam bentuk
dividen. Dengan demikian telah terjadi standar ganda, yaitu menggunakan basis
kas kepada nasabah disatu sisi dan pada sisi lain menggunakan basis akrual untuk

pembayaran pajak dan pembayaran dividen kepada pemegang saham.

2. Pengakuan Keuntungan Murabahah tidak sesuai PSAK 102

Bank syariah cenderung mengakui keuntungan yang stabil, yaitu secara
bulanan walaupun jangka waktu pembiayaan kurang dari satu tahun. Penerapan
oleh perbankan ini berbeda dengan PSAK 102 Paraghraf 23,yang menghendaki
pengakuan diakui pada saat terjadinya penyerahan barang, atau tidak
didistribusikan secara bulanan apabila suatu pembiayaan murabahah hanya
berjangka waktu kurang dari satu tahun.

Terkait dengan pengakuan keuntungan murabahah, terdapat polemik
antara bank syariah dengan individu para pengawas Bank Indonesia yang
melakukan pemeriksaan. Bank syariah cenderung mengakui laba dengan
menggunakan metode anuitas, sementara dari pandangan masyarakat yang
menjadi nasabah bank syariah atau pemeriksa Bank Indonesia, anuitas dipandang
terkait sebagai pengakuan atas time value of money. Penggunaan metode
proporsional (flat), menurut sebahagian kelompok lebih berkeadilan.
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Untuk menghentikan polemik ini DSN MUI telah menerbitkan fatwa No
84/DSN-MUI/XI1/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-
Murabahah (Pembiayaan Murabahah) diLembaga Keuangan Syariah, tanggal 21
Desember 2012. Fatwa ini mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah
boleh dilakukan secara proporsional (tarigah mubasyirah) dan secara anuitas
(tarigatul-¥isabit-tan#zuliyyah/~ arigatut-tan+qusiyyah) selama sesuai dengan ‘urf
(kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

Perlakuan akuntansi marjin murabahah metode anuitas yang mengacu
pada PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian , 55: Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran dan 60: Instrumen Keuangan Pengungkapan dan
PSAK lain yang relevan serta PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia),
adalah isyarat bahwa metode anuitas belum sepenuhnya diterima didalam PSAK

Syariah, dan masih menyimpan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut.

3. Kriteria Kualitas Aktiva Produktif Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah tidak mendorong penerapan Bagi Hasil.

Semangat pendirian bank syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil
dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Namun demikian, terdapat Peraturan
Bank Indonesia (PBI) yang dinilai tidak mendorong perbankan syariah
menerapkan prinsip bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan. Kebijakan
dimaksud adalah ketentuan penilai KAP (Kualitas Aktiva Produktif), bagi BUS
(Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit usaha syariah) sebagaimana PBI No: 13/13
/PBI1/2011 tanggal 24 Maret 2011, Tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank
umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 12 ayat (1) PBI ini mengatur bahwa Penilaian KAP dalam bentuk
Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dilakukan berdasarkan
kemampuan membayar mengacu pada pencapaian rasio RBH (rasio bagi hasil)
terhadap PBH (proyeksi bagi hasil) dan/atau ketepatan pembayaran pokok.
Pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan tergolong kurang lancar apabila
Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari
80% (delapan puluh persen) (30% < RBH/PBH < 80%).
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PBI tentang Penilaian KAP bagi pembiayaan bagi hasil mudharabah dan
musyarakah ini memberatkan bagi perbankan syariah, karena harus segera
membentuk cadangan karena klasifikasi pembiayaan menjadi kurang lancar walau
hanya karena bagi hasil tidakmencapai 30% dari PBH. Ini berarti apabila dalam
periode satu bulan saja sudah terjadi tidak mencapai 30% itu maka pembiayaan
langsung tergolong kurang lancar. Sangat berbeda dengan ketentuan penilian KAP
terhadap pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan murabahah baru tergolong
kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau
margin telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan.
Jadi jika memilih tentu bank syariah lebih cenderung menyalurkan pembiayaan
dengan akad murabahah dalam rangka menekan biaya PPAP (penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif).

4. Pendapatan dari SBIS bukan berasal dari transaksi riil.

SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) diatur melalui PBI (Peraturan
Bank Indonesia) No 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
dan telah dirubah dengan PBI No 12/18/PBI/2010 Tentang Sertifikat Bank
Indonesia Syariah. Di dalam PBI ini didapati ketentuan bahwa, SBIS adalah
suratberharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam
matauang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.SBIS diterbitkan oleh
Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka
pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Isu yang dipandang sangat penting adalah, sebagaimana Bank Indonesia
memberikan imbalan atas SBIS, maka perlu ditelusuri asal sumber dananya,
apakah berasal dari suatu kegiatan yang tidak mengandung unsur riba. Meskipun
secara “formal akad” penempatan dana di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS
dengan akad “ju’alah” yang dibolenkan oleh Fatwa DSN tampaknya tidak
bertentangan dengan syariah, namun pada substansinya, transaksi ini adalah

penempatan dana di Bank Indonesia dengan memeroleh tambahan.
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Akad suatu transaksi boleh jadi tidak bertentangan dengan syariah, tetapi
jika substansinya adalah bertentangan dengan syariah, maka ini dapat
menyebabkan tergelincirnya kepada ¥iy+Aang Dbertentangan syariah, yaitu
mengenyampingkan saddu ®-“ar+i (membendung jalan yang berkemungkinan
besar membawa kepada perbuatan yang dilarang). Namun demikian ¥;y+/ dapat
digunakan dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu menjamin terwujudnya
kebenaran dan menghindari perbuatan zalim, meskipun tidak merujuk kepada nas
atau sumber hukum lainnya yang dikenal dalam islam.?

Sebagaimana Bank Indonesia tidak menyalurkan dana SBIS itu ke sektor
riil, maka imbalan yang dibayarkan oleh Bank Indonesia ini, bukan dari kegiatan
memproduktifkan dana di sektor riil, jika demikian, maka yang terjadi adalah,
bahwa Bl melakukan pencetakan uang untuk membayar imbalan,?! yang pada
gilirannya akan mendorong inflasi. Bahkan besarnya imbalan yang diberikan Bl
disamakan dengan besarnya tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bl kepada
Bank Konvensional yang menempatkan dana dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank
Indonesia). Dari sisi Bank Syariah, yang terjadi adalah bahwa Bank Syariah
memeroleh tambahan atas dana yang ditempatkannya yang tidak didasarkan
‘iwad, maka tambahan ini identik dengan praktek riba yang dilarang. Lebih jauh
lagi, pada transaksi SBIS ini terdapat pula ketentuan kewajiban membayar (sejenis
denda), apabila terjadi pembatalan oleh pihak Bank Syariah.

Sebagaimana penelitian ini akan memfokuskan pada konsistensi
penerapan prinsip bagi hasil, maka pembahasan akan lebih khusus kepada standar
akuntansi yang terkait dengan distribusi bagi hasil. Dengan demikian akan
berhubungan pula dengan standar akuntansi pendapatan bagi hasil dari pos aktiva
pada kedudukan bank selaku ¢ ¥ibul m+/dan standar biaya bagi hasil pada
kedudukan bank sebagai mudharib. Karena itu konsep akuntansi basis akrual dan

kas basis akan dianalisis relevansinya, dan termasuk beberapa Peraturan Bank

Nawir Yuslem, Thou Qayy’m Al-Zawzyya dan [+l (Studi Pemikiran Mazhab
Hambali) ” Jurnal Analityca Islamica, Program Pascasarjana IAIN SU Vol 2, No. 1, Mei 2000, h.
79-80

2! Keterangan Rifki Ismal atas pertanyaan penulis di Medan 25 April 2015, 21:30 WIB
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Indonesia, yang dipandang menjadi faktor yang memberi dorongan atau
sebaliknya menjadi hambatan bagi pelaksanaan prinsip bagi hasil.

B. Perumusan Masalah

Berdasakan uraian pada pendahuluan di atas maka beberapa permasalahan
yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :
1. Apakahprinsip bagi hasil yang diatur di dalam PSAK, telah sejalan dengan
Fatwa DSN serta bagaimana aplikasinya di Bank Syariah ?.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan inkosistensi antara ketentuan prinsip
bagi hasildi dalamPSAK dengan penerapannya di Bank Syariah ?.
3. Bagaimana pemecahan yang dapat ditawarkan atas inkonsistensi yang

terjadi ?.

C. Batasan Istilah
Istilah-istilah kunci menyangkut penelitian ini dengan judul “ Standar
Akuntansi Bank Syariah di Indonesia: Analisis terhadap Konsistensi
Penerapan Prinsip Bagi Hasil” dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi adalah Standar yang penggunaannya ditetapkan oleh
Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam rangka peningkatan transparansi
kondisi keuangan bagi Bank Syariah, penyusunan laporan keuangan yang
relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan. Bank Syariah
menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi Bank Syariah,
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan ketentuan
lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.??

PSAK terkait transaksi syariah yang akan diterbitkan oleh IAIl (Ikatan

Akuntan Indonesia), terlebih dahulu ditelaah substansi syariahnya oleh

22 Kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK, PAPSI dan Ketentuan lain diatur
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bankdan SE Bl No. 15/26/DPbS Tanggal, 10 Juli 2013 Perihal : Pelaksanaan Pedoman
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.
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DSN-MUI, sehingga DSN-MUI dapat memberi pernyataan kesesuaian
syariah, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan Fatwa
MUI. Untuk pedoman yang lebih tekhnis bagi kalangan Bank Syariah,
selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan PAPSI (Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah), sebagai penjabaran dari PSAK. PAPSI ini disusun
bersama oleh Bank Indonesia, 1Al dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia
(ASBISINDO) .

2. Bank Syariah adalah Perbankan sebagaimana diatur dalam UU-RI No 21
tahun 2008 tentang Bank Syariah. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum
Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS).

3. Analisisadalah penyelidikan sesuatu peristiwa dengan menguraikan
bagian-bagiannya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana
duduk perkaranya.”®Rincian proses analisis ini diuraikan pada sub-bab
Metode Analisis pada Bab Metode Penelitian.

4. Konsistensiadalah perbuatan yang selaras/sesuai dengan ucapan 2*. Dalam
hubungan dengan Standar Akuntansi Bank Syariah, maka konsistensi
penerapan dimaksud adalah keselarasan, kesesuaian antara semangat
pendirian Bank Syariah sebagai bank bagi hasil dengan kenyataan
pelaksanaan praktik akuntansi dalam operasionalnya.

5. Prinsip Bagi Hasil adalah sebagaimana termaktub pada UU No 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Untuk penelitian yang tidak terlalu meluas, Penelitian ini dibatasi pada
standar perhitungan pendistribusian bagi hasil pada peran bank selaku
Mudharib serta pada ketika peran bank sebagai shahibul mal pada

penyaluran dana kepada nasabah maupun antar bank. Penelitian

#W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka,
1982), h. 39-40
*Ibid, h. 520
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memfokuskan pada pola penyaluran dana yang seyogianya menggunakan

equity financing.

D. Tujuan Penelitian

Berdasakan uraian pada pendahuluan di atas maka beberapa permasalahan

yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1.

Untuk menganalisis secara mendalam, bagaimana prinsip bagi hasil diatur
di dalam PSAK, apakah telah sejalan dengan Fatwa DSN serta bagaimana
prinsip bagi hasil dalam aplikasinya di Bank Syariah ?.

Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya
inkosistensi antara ketentuan prinsip bagi hasil di dalam PSAK dengan
penerapannya di Bank Syariah

Untuk menganalisis bagaimana pemecahan yang dapat ditawarkan atas

inkonsistensi yang terjadi.

E. Kegunaan Penelitian

A W bp e

Beberapa kegunaan penelitian ini antara lain :

Menemukan standar yang lebih sesuai bagi transaksi Bank Syariah

Sebagai masukan bagi DSN terkait penyusunan Fatwa

Sebagai masukan bagi DSAK terkait penyusunan PSAK Bank Syariah
Sebagai masukan bagi perbankan tentang berbagai permasalahan dalam
penerapan PSAK.

Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi berbagai pihak yang meneliti

Akuntansi Perbankan Syariah.

F. Landasan Teori

Triyuwono (2009) mengemukakan bahwa wacana akuntansi syariah tidak

lahir dalam suasana yang vakum. Tetapi kelahirannya sangat terkait dengan

kondisi objektif yang melingkupi umat islam dan masyarakat dunia. Kondisi
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yangdimaksud meliputi norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu,
sistem ekonomi kapitalis dan perkembangan pemikiran dikalangan islam.?®

Norma Agama yang dimaksud Triyuwono adalah perintah Alquran kepada
kaum yang beriman, agar melakukan pencatatan transaksinya sebagai suatu
aktivitas akuntansi. Adapun perintah Alquran dimaksud adalah surah al-Bagarah/2
ayat 282 berikut ini.
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah

“lwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah, Edisi 1,
(Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), h. 17-19
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itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan
(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.
dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui
segala sesuatu.

Merujuk kepada ayatdi atas sebagai norma agama yang melatarbelakangi
wacana akuntansi syariah, adalah sangat mendasar. Ayatdi atasmengandung 3
(tiga) pengajaran, yaitu: Pertama, pencatatan atau yang Kini dinamai dengan ilmu
Akuntansi adalah salah satu yang diperintahkan di dalam ajaran islam. Kedua,
pencatatan iniharus dilakukan oleh “katib” (juru tulis). Ini merupakan isyarat
perlu adanya profesi yang kini dinamakan profesi akuntan. Ketiga, Akuntan yang
dikehendaki Alquran adalah Akuntan yang bekerja dengan adil.

Selain Alqguran, dalam Hadis-Hadis Rasulullah juga didapati norma
agama bagi wacana akuntansi syariah. Dari salah satu hadis Rasulullah Saw
berikut ini, didapatiajaran yang sangat jelas tentangAkuntansi yang berkeadilan,
yaitu larangan menerima hadiah (riswah) terkait jabatan’®Riwayat dimaksud
terdapatpada Shahih Bukhari.

v\*‘;d‘u" o2 o 22 ol 4 Gl ety 13 Jt e
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% Sekelompok masyarakat ada yang menganggap bahwa menerima hadiah masih wajar
(bukan suap/risywah) meskipun terkait jabatan, sepanjang tidak diperjanjikan, tidak ada
permintaan dari penerima dan semata-mata inisiatif pemberi. Namun, oleh Rasulullah, hal seperti
itu adalah terlarang. Pemberian itu didasarkan pamrih, jika seseorang tidak menjabat dan diam
dirumah, hadiah tidak akan datang.
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Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada
kami Abu Usamah dari jisyam dari ayahnya, dari Abu jumaid As Sa'idi mengatakan,
Rasulullah “allall+hu'alai¥iwasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki
untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama lbnu Al
Lutbiyyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata; 'Ini adalah hartamu
dan ini hadiah." Spontan Rasulull £h®allall +hu'alai¥iwasallam berujar: "kenapa kamu
tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang
kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja
dan memuji Allah terus bersabda: "Amma ba'd. Sesungguhnya saya
mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang
telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan; 'ini hartamu dan
ini hadiah yang diberikan kepadaku, ' kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah
ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah
salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia
menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang
diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi
yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat
tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan: "Ya Allah, bukankah
aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan
dua telingaku?"

1. Teori Akuntansi Syariah

Triyuwono (2009), dalam tataran filosofis mengunakan dimensi faith
(iman), knowledge (ilmu) dan action (amal) sebagai suatu kesatuan dalam
memahami budaya organisasi dan praktik akuntansi. Menurut Triyuwono, Teori
Akuntansi Syariah memiliki 4 (empat) prinsip, yaitu: Humanis, Emansipatoris,
Transendental dan Teleologikal.

Prinsip Humanis memberi pengertian bahwa akuntansi syariah bersifat
manusiawi, sesuai dengan fithrah manusia. Emansipatoris adalah teori akuntansi

syariah yang mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap teori dan

2IALi ‘Abdillah Mu¥ammad ibn Isma’il Ibn Ibra¥im ibn al—Mugirah Ibn Barwazbah Al-
Bukharg %2 ¥ih Bu]c]mry, Mujallacl-?, Juz~8, Mujallacl—‘l, (Tanpa Kota, Dar A1~Fikr, 1994), h. 84~85, Kitab
a1~:ig 11, Hadis Nomor 6979. Hadis ini terdapat juga pada ¢ahih Muslim.
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praktek akuntansi modern yang eksis. Transendental, yaitu teori akuntansi yang
meliputi asfek materi dan non materi, yaitu asfek mental dan spiritual, sedangkan
Teleologikal adalah teori akuntansi yang tidak hanya menjadikan akuntansi
sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi  juga
pertanggungjawaban kepada sang pencipta.”®

Sejalan dengan Triyuwono, bentuk pertanggungjawaban akuntansi tidak
hanya kepada manusia.Husein Syahatah(2001)*® menggambarkan adanya suatu
interaksi antara Allah dengan hambanya. Syahatah mengindentikkan akuntansi
dengan sebutan “Muhasabah”. Kata muhasabah memiliki akar kata ¥#saba
(«=«) dengan bentuk ma‘darnya (A3« atau Lus). ‘#saba artinya menghitung.
Akar kata /#saba dengan timbangan (J=8) ini memberi makna bahwa menghitung
yang dimaksud adalah interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain,
sebagaimana bentuk interaksi antara Allah dengan hambanya dalam Alquran
surah a -‘alag ayat 8, Allah melakukan penghitungan amal-amal hambanya dan
Allah memberi ganjaran atas amal hambanya.

Syahatah (2001) lebih lanjut menegaskan, bahwa Mu¥#sabak dalam
konteks Akuntansi Islam maknanya adalah pendataan, pembukuan, perhitungan
(musa’alah), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan
dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitul mal, Undang-undang wakaf,
mudharabah dan serikat kerja. Syahatah merumuskan tujuan Mu¥+sabah
(Akuntansi) dalam Islam ada 6 (enam) tujuan, yaitu:

Memelihara harta ( ¥i#z al-amw+1)

Eksistensi a/-Kit+bah ketika ada perselisinan

Dapat membantu dalam mengambil kesimpulan

Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan

Menentukan dan menghitung hak-hak pihak yang berserikat dalam usaha.
Menentukan, Imbalan, balasan atau sanksi

o oo0oe

a. Keadilan sebagai landasan utama teori Akuntansi Syariah
Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang

saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai

%8 Triyuwono, Perspektif ..., h. 317-320.
% HuseinSyahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, terj: Usul al-Fikri al-
Muhasabi al-Islami, (Jakarta: 2001,Akbar Media Eka Sarana), h. 29-48.
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fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, untuk menjelaskan

3L ini berarti teori

fenomena alamiah®. Teori merupakan bagian dari ideologi
menjadikan ideologi sebagai paradigma atau alas pikirnya. Di dalam sebuah teori
terdapat beberapa elemen yang mengikutinya, yang berfungsi mempersatukan
variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Elemen tersebut terdiri
dari konsep, scope dan relationship. Konsep adalah ide yang diekspresikan
dengan simbol dan kata-kata, sedangkan scope adalah sifat yang kongkret atau
abstrak untuk diaplikasikan terhadap fenomena sosial. Adapun relationship adalah
hubungan yang serasi diantara konsep-konsep itu.*?

Definisi Teori dalam Akuntansi menurut Hendriksen dan Breda (1992)
adalah sekumpulan prinsip-prinsip luas yang (1) menyajikan suatu kerangka acuan
umum di mana praktik akuntansi dapat dinilai, (2) mengarahkan pengembangan
praktik dan prosedur baru. hipotesis, konsep, dan prinsip-prinsip pragmatis yang
saling berkaitan®

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB), 1976, teori
akuntansi diperlukan untuk:

1. Mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi.

2. Memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan
akuntansi tertentu bila belum ada standar yang mengaturnya.

3. Meberikan batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan.

4. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting
laporan keuangan.

5. Meningkatkan daya banding laporan keuangan.

Kembali kepada premis bahwa teori adalah bagian atau derivasi dari
ideologi, maka bagi teori akuntansi syariah ideologinya diderivasi dari tauhid
kepada Allah, yangparadigma utamanya adalah “keadilan” sebagaimana yang
difirmankan Allah dalam surat al-Bagarah ayat 282, (J3JL ai& a6 CRi5), yaitu
“Hendaklah yang menulis diantara kamu adalah penulis yang Adil”. Struktur

Teori Akuntansi Syariah niscaya dibangun dengan landasan filosofis “Teori

%0 |dzam Fautanu, Filsafat Ilmu : Teori & Aplikasi, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 109.
3l i
Ibid., h. 109.
%2 |dzam Fautanu, Filsafat llmu..., h. 110-111.
% Eldon S Hendrikson and Michael F. Breda, Accounting Theory, fifth edition,
(Homewood llllionis, Richard D. Irwin Series), 1992, h.
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Keadilan”. Dengan landasan keadilan ini selanjutnya dijabarkan antara lain:
Standar Akuntansi,Standar Profesi Akuntan, dan Standar Etika Profesi.

Penalaran lebih lanjut dari ayat di atas adalah, bahwa setelah orang yang
beriman diperintahkan melakukan pencatatan transaksinya, maka perintah
lanjutannya adalah mencatat dengan adil , (330 o a2 CRiA5), barulah
kemudian ayat ini merinci bahwa pencatatan yang adil itu adalah menurut
pencatatan yang diajarkan oleh Allah (am\ fale W& o). Bugawi (tt), di dalam
tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar, tanpa melakukan
penambahan atau pengurangan (U Y s dal a5 glali ¥ sal ) pe e @alL),
tidak mendahului dan tidak pula melambat-lambatkan pencatatan. Sedangkan
yang dimaksud dengan yang diajarkan Allah menurut Bugawi adalah ( 4 4= & LS

s »l 3 ), yaitu sebagaimana disyariatkan dan diperintahkan Allah®

Menjadikan Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi
syariah adalah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti dari alquran. Amiur
Nuruddinmenukil bahwa keadilan adalah bahagian Pesan moral Alquran yang
terpenting atau landasan moral yang utama *. Kesimpulan Amiur didasarkan pada
argumentasi, pertama: bahwa Keadilan memang mempunyai hubungan yang
sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid diderivasikan dengan
menekankan pada kemerdekaan diri (ta ¥rirun-nafs) dan persamaan (a/-mus#w=+4),
ini dibuktikan dengan kritik sejumlah ayat Makkiyah atas segala bentuk
ketidakadilan dan kepemilikan harta yang berlebihan sebagaimana pada surah az-
Takafur, al-jum#zah dan al-Lahab™® Kedua, merujuk kepada temuan Ahmad
Mahmud Subhi dalam bukunya al-Falsafatul-Akhl #giyyah fil-Fikril-Isl #myyang
mencatat bahwa Plato (427-347 SM) mendefinisikan keadilan sebagai sebuah
keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang meniscayakan makna-

makna kebijaksanaan (a/-¥ikmah), keberanian (asy-syaja’ah) dan keterpeliharaan

3% Abu Muhammad al Husain ibn Mas’ud al Bughawy, Ma’alim al-Tanzil Jilid-1, (Tanpa
kota: Dar Thayyibah an-Nasyri wa attauzi’, t.t)) h. 349.

% Amiur Nuruddin, Keadilan dalamAlquran, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 1 dan
193.
*Ibid, h. 2.
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(al-#fah).Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) yang memandang keadilan
sebagai nilai moral yang paling sempurna ( a/~fa«ilatu al-tammak) *’. Nuruddin
(2008) lebih jauh menguraikan konsep keadilan dalam kaitannya dengan Keadilan
Sosial Ekonomi, namun penekanannya adalah pada equilibrium economydalam
pemerataan distribusi pendapatan tanpa menyinggung keadilan akuntansi
sebagaimana pada surah Al-bagarah ayat 282.

Keadilan sebagai salah satu landasan akuntansi syariah telah diuraikan
oleh Syahatah (2001), di mana keadilan ditempatkan sebagai bahagian dari akhlag
baik (akhlagulkar’mah). Akhlak baik dirinci menjadi sifat amanah, jujur, netral ,
adil dan profesional sebagai salah satu dari 6 (enam) sifat-sifat spesifik Akuntansi
Islam. Sifat-sifat dimaksud adalah :

1. Kaidah-Kaidah dasar Akuntansi Islam berasal dari Alguran, Sunnah Nabawiyah
serta figh para ulama.

2. Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat, iman serta pengakuan Allah
itu adalah tuhan, Islam adalah Agama, Muhammad adalah nabi dan rasul dan
juga percaya pada hari akhir.

3. Akuntansi Islam berlandaskan kepada akhlak yang baik, karenanya seorang
yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur,
netral, adil dan profesional.

4. Seorang Akuntan dianggap bertanggungjawab bahwa entitas taat terhadap
hukum-hukum syariah muamalahdan merealisasikan tanggungjawab sosial.

5. Berdasarkan sifat akidah dan akhlak, akuntansi islam hanya berkaitan dengan
proses keuangan yang sah.

6. Akuntansi dalam islam memperhatikan asfek tingkah laku sebagai unsur yang
berperan dalam kesatuan ekonomi. *

Suatu referensi yang paling tegas menempatkan keadilan sebagi paradigma
mendasar didapati dalam karya Harahap (2012). Di dalam bukunya Teori
Akuntansi, Harahap menegaskan bahwa Akuntansi Islam merupakan konsep,
sistem dan tekhnik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk
menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan
syariah, dapat menjaga hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya dan
mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan

akhirat.*® Harahap (2007) telah mencermati bahwa pesan keadilan sebagai pesan

¥Ibid, h 3-4.
% Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran ..., h. 54-57.
%9 Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi..., h. 375.
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moral utama Alquran adalah paradigma akuntansi syariah yang paling mendasar.
Menurut Harahap, cara membangun Teori Akuntansi Syariah adalah dengan
melakukan pemurnian terhadap akuntansi konvensional. Konsep-konsep yang
berlandaskan ideologi kapitalis digantikan atau ditambahkan dengan konsep yang
berlandaskan paradigma keislaman, di mana “keadilan” sebagai paradigma

mendasar dari akuntansi Syariah. *°

b. Struktur Teori Akuntansi Syariah

Referensi otentik tentang struktur teori akuntansi syariah dalam dunia
islam dapat dirujuk kepada Statement of Financial AccountingNo.1 tahun 1998
yang diterbitkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For
Islamic Financial Institution). Pernyataan di dalam statement ini memuat tujuan
akuntansi keuangan dan tujuan laporan keuangan yang utamanya ditujukan
kepada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam.

Referensi tentang teori akuntansi syariah oleh pemikir akuntansi di
Indonesia dapat dirujuk dari karya-karya Harahap yang mengawali dengan
bukunya yang berjudul ”Akuntansi Islam” pada tahun 1997 dan puncaknya
dengan buku berjudul ”Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah” tahun 2007.
Rujukan berikutnya adalah karya-karya lwan Triyuwono “Perspektif, Metodologi,
dan Teori Akuntanni Syariah” tahun 2006.

Jika Triyuwono menguraikan konsep dasar dalam dalam kerangka yang
filosofis, maka harahap telah merinci konsep dasar yang lebih operatif sebagai
berikut:

Konsep dasar akuntansi syariah menurut Harahap berbeda dalam dua hal,
yaitu:

1. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Alquran dan Sunnah,
sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat,

prinsip dan tekhnik Akuntansi.

%0 Sofyan Syafri,Harahap, Kerangka Teori & tujuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka
Quantum, 2007), h. 56-58.
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2. Penekanan pada “Accountability”, kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Struktur Akuntansi Syariah, rinciannyamenurut Harahap (2007) sebagai
berikut:

Tujuan:

Membantu semua pihak yang berkepentingan agar tanggungjawab
(amanah) yang dibebankan  kepadanya dalam  menjalankan  suatu
organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi
amanah atau syariah dengan tujuan agar semua kegiatan perusahaan diridhoi
Allah Swt serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan

utama yaitu Al-fa/+Adan akhirnya sorga Jannatun Naim.**

Ideologi Islam yang diatur
Allah SWT

Tujuan Laporan
Akuntansi Syariah

Postulat Konsep

Prinsip
|

standar

Laporan Akuntansi syariah

Gambar 1.1 Struktur Teori Akuntansi Islam

“! Sofyan Syafri,Harahap, Kerangka Teori ..., h. 56
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Postulat akuntansi Syariah **

Entitas

Mukallaf-Good Citizen

Going Concern

Informasi Kuantitatif dan Kualitatif
Laporan Periodik/Intern/Sementara
Amanah/Accountabilitas

Harga Relevan & Reliable

NogkrwbdE

Konsep akuntansi Syariah

Laporan dimaksudkan untuk kepentingan Ridha Allah dan Stakeholders
(enterprise theory dan Allah) atau Islamic Enterprise Theory.

Prinsip, atau kualitas akuntansi syariah **

1. Keadilan

2. Harga Sekarang/Fair Value

3. Materialitas dari sudut syariah
4.  Obijectivity/.verifiability

5. Reliability/The Truth

6. Social Commitment

7. Uniformity

8. Comparability

9. Concistency

10. Materiality

2. Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
(KDPPLKS) produk IAl

Sebagaimana Standar akuntansi syariah, pada level internasional telah
dirumuskan oleh organisasi AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For
Islamic Financial Institutions),maka rujukan resmi untuk Indonesia telah
diterbitkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, yang dikodifikasikan pada kerangka
Dasar Penyusuan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. KDPPLKS ini tekah
dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali oleh DSAK, yaitu pada Mei 2002 dan
Juni 2007. Berikut ini adalah ikhtisar dari KDPPLKS dimaksud**

a. Paradigma

*2 Sofyan Syafri, Ibid ..., h. 56-57.
“Ibid., h. 57.
* Lihat 1AI, KDPPLKS 27 Juni 2007.
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Paradigma dasar Transaksi syariah adalah bahwa alam semesta diciptakan oleh
Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi), sebagai sarana mencapai kebahagiaan
yang hakiki bagi seluruh umat manusia baik secara material maupun spiritual (al-
{+lah).

Asas Transaksi Syariah

Asas transaksi syariah terdiri dari 5 (lima) prinsip :

1) Persaudaraan (ukhuwah);

2) Keadilan (‘ad+lah);

3) Kemaslahatan (masla¥a¥);

9" Keseimbangan (tawazun); dan

% Universalisme (syumuliyyah)*®

Prinsip persaudaraan menjunjung tinggi nilai kebersamaan untuk
memeroleh manfaat (sharing economics), saling mengenal (ta’aruf), saling
memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin
(takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya adalah menempatkan sesuatu
hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak
serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan
terhindar dari 5 (lima) unsur :

a) Riba

b) Kezaliman

C) Mays”y, (judi dan spekulatif)

d) Ghar#r (unsur ketidak jelasan)

e) Haram, baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional
terkait.*

Prinsip kemaslahatan yaitu memenuhi secara keseluruhan unsur yang
menjadi tujuan syariah (maqgasid syariah), yaitu pemeliharaan terhadap :

a) Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien);
b) Akal ("aql);

c) Keturunan (nasl);

d) Jiwa dan keselamatan (nafs); dan

e) Harta benda (mal).*’

“* JAl, KDPPLKS 27 Juni 2007, paraghraf 15.
“®|bid., paraghraf 17.
“"|Al, KDPPLKS 27 Juni 2007..., paraghraf 23.
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Prinsip keseimbangan, meliputi keseimbangan aspek material dan

spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan

sosial, dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya maksimalisasi

keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder)

akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu

kegiatan ekonomi.

Prinsip unversalisme adalah tanpa membedakan suku, agama, ras dan

golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan il

alamin).

c. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi
syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1)

2)

Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling
ridha;

Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
(thayib);

Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan
sebagai komoditas;

Tidak mengandung unsur riba;

Tidak mengandung unsur kezaliman

Tidak mengandung unsur maysir;

Tidak mengandung unsur gharar;

Tidak mengandung unsur haram;

Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money). tetapi
terkait resiko yang melekat pada kegiatan usaha sesuai prinsip al-ghunmu
bil ghurmi (no gain without accompanying risk);

10) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar

serta untuk keuntungan semua pihak tanpamerugikan pihak lain.

11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun

melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan

12) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).*

d. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan Utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

“®1Al Ibid..., paraghraf 27.
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entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan Keuangan memiliki tujuan lainnya, yaitu:

1) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalamsemua transaksi dan
kegiatan usaha;

2) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsipsyariah, serta informasi
aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah bila adadan bagaimana perolehan dan penggunaannya;

3) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhantanggung jawab entitas
syariah terhadap amanah dalammengamankan dana, menginvestasikannya
pada tingkatkeuntungan yang layak; dan

4) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yangdiperoleh penanam
modal dan pemilik dana syirkahtemporer; dan informasi mengenai
pemenuhan  kewajiban(obligation)  fungsi  sosial entitas  syariah,
termasukpengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, danwakaf.*

e. Asumsi Dasar

Asumsi Dasar Akuntansi Syariah terdiri dari Dasar Akrual dan Dasar
Kelangsungan usaha (Going Concern)
1) Dasar akrual

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, agar memberikan
informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya representasi kas yang
akan diterima dimasa depan. Namun perhitungan pendapatan untuk tujuan
pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas, yaitu pendapatan yang

benar-benar telah diterima tunai. *°

2) Kelangsungan Usaha

Entitas syariah didirikan tidak untuk maksud melikuidasi atau

mengurangi secara material skala usahanya dalam jangka panjang.

f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

“|bid., paraghraf 30.
%0 Prinsip akrual akan banyak dibahas dalam Disertasi ini karena tidak konsisten
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Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : >*
1) Dapat Dipahami
2) Relevan
3) Keandalan
4) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang
penyajiannya mudah difahami. Namun demikian diasumsikan bahwa
pembaca memiliki pengetahuan dasar tentang aktivitas ekonomi dan
bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan
ketekunan yang wajar. >

Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi
keputusan ekonomi pemakai, apabila mereka dapat mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Peristiwa masa lalu dapat
digunakan untuk meramalkan pristiwa masa depan, misalnya jumlah
pembayaran dividen yang akan dibayar. Relevansi informasi dipengaruhi
pula oleh hakekat dan materialitasnya. Misalnya pengkatagorian
persediaan yang sesuai dengan entitas syariah. Informaasi dipandang
material, apabila kelalaian mencantumkannya dapat memengaruhi
keputusan ekonomi.*®

Dalam kaitan dengan keandalan (reliable) informasi, kualitas
keandalannya diukur dari 5 (lima) unsur, yaitu; Pertama, informasi harus
disajikan dengan jujur (penyajian jujur). Kedua, informasi harus disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya (substansi mengungguli bentuk). Ketiga, informasi ditujukan
untuk kebutuhan umum, tidak boleh ada usaha menyanjikannya untuk
menguntungkan beberapa phak (netral). Ke-empat, pertimbangan sehat
(prudence), yaitu kehati-hatian dalam menilai ketidakpastian, misalnya

dengan membentuk cadangan atas piutang tidak tertagih, menetapkan

5L |Al, KDPPLKS 27 Juni 2007., paraghraf 45-60.
521Al, Ibid., paraghraf 45
31Al, bid., paraghraf 46-51
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umur ekonomis aset dalam rangka depresiasi.Kelima, lengkap, yaitu
informasi harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.>*

Informasi keuangan memenuhi unsur kualitasnya apabila dapat
dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja
keuangan. Untuk itu entitas syariah perlu menyajikan informasi periode

sebelumnya dalam laporan keuangan.>

G. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian menyangkut Akuntansi Perbankan Syariah yang relevan
dengan penelitian ini ditelusuri melalui artikel jurnal ilmiah, antara lain karya
Harahap, Chong dan Liu, Pradja, Yahya (et. al), dan Sahputro. Petikannya
seperti berikut ini.

Harahap (2002) melalui article “The Disclosure of Islamic Values-Annual
Report, The analysis of Bank Muamalat Indonesia’s Annual Report” yang
disampaikan pada Symposium Nasional Sistem Ekonomi Islam I, mengemukakan
adanya tuntutan terhadap pendekatan yang baru tentang accounting disclosure
meliputi SDM treatment, sosial dan lingkungan. Harahap menemukan bukti
empiris diBankMuamalat Indonesia yang masih menggunakan standard akuntansi
kapitalis dalam melaporkan posisi keuangan dan operasionalnya kepada
stakeholder-nya.Pengungkapan saat ini belum menunjukkan keadilan atau
fairness sebagaimana yang dikehendaki nilai-nilai keislaman.*

Chong dan Liu (2008), melalui artikel mereka pada Pacific-Basin Finance
Journal dengan judul *“ Islamic Banking: Interest Free or Interest based?
Mengemukakan bahwa dalam prakteknya Bank Islam tidak banyak berbeda
dengan bank konvensional. Study Chong dan Liu di Malaysia menunjukkan hanya
sedikit saja Bank Islam menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas bunga dalam

> Al, Ibid., paraghraf 52-59

1Al Ibid., paraghraf 60-63

% Sofyan Syafri harahap, “The Disclosure of Islamic Values-Annual Report, The analysis of
Bank Muamalat Indonesia’s Annual Report”, dalam proceedings Simposium Nasional I Sistem
ekonomi Islam, Yogyakarta 13-14 Maret 2002, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Ekonomi islam Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, h. 214.



36

penyaluran pembiayaannya.®’Menurut hasil penelitian ini, Perbankan syariah lebih
cenderung menggunakan skim-skim yang beresiko rendah seperti akad jual beli.
Seharusnya lebih banyak menggunakan skim bagi hasil (mudharabah dan
musyarakah). Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak serius sebagai
bank yang seyogiayanya mengutamakan prinsip bagi hasil.

Pradja (2012) dalam bukunya Ekonomi Syariah, memberi komentar yang
negatifterhadap Bank Syariah, kutipan pernyataan sebagai berikut:

Perbankan Syariah di tanah air hanya ada pada islamisasi nama
kelembagaannya. Dengan kata lain, belum islamisasi para pelakunya secara
individual dan secara materil. Oleh karena itu tidak heran jika transaksi perbankan
syariah tidak terlalu berbeda dengan transaksi bank konvensional. Hanya, dalam
perbankan syariah terdapat koordinasi antara nilai suku bunga dan nisbah bagi
hasil. Bahkan terkadang para pejabat tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami
kerugian atau keuntungan menurun. Mereka “mematok” bagi hasil dengan rate
yang benar benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak.*

Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia (2013), melakukan
penelitian tentang kemungkinan peralihan prinsip revenue sharing menjadi prinsip
profit sharing bagi industri perbankan syariah. Penelitian Bank Indonesia
bertujuan menganalisis prinsip profit sharing dan profit loss sharing berdasarkan
standar akuntansi dan praktik yang ideal. Penelitian menggunakan gabungan
metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan simulasi
perhitungan statistik per-individu bank syariah maupun secara industri mencakup
simulasi data aktual maupun estimasi lima tahun kedepan. Data yang digunakan
adalah dari laporan laba rugi bank dengan komponen pendapatan operasional
bank umum syariah, beban operasional bank umum syariah, profit bank umum
syariah dan profit and loss sharing dengan rasio. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa konsep profit and loss sharing lebih sesuai dengan akuntansi syariah.
Perubahan konsep reveneu sharing menjadi profit and loss sharing memang
menuntut perubahan sistem dan meningkatkan biaya pengawasan. Namun

demikian manfaatnya akan lebih besar dengan menggunakan konsep proft and

%" Beng Soon Chong dan Ming Hua Liu ..., h. 125-144.
% Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah ..., h. 53.
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loss sharing yang memang lebih sesuai dengan paradigma dan azas transaksi
syariah.

Yahya (et. al) (2009), telah melakukan penelitian tentang Kesenjangan
Harapan dalam Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank
Syariah.Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan
harapan antara nasabah dengan manajemen bank terhadap atribut laporan kinerja
keuangan dan atribut laporan kinerja non keuangan. Sample penelitian adalah
nasabah dan manajemen dari 5 (lima) Bank Syariah di Yogyakarta dan Surakarta.
Variable penelitian meliputi (1) persepsi terhadap urgensi pelaporan kinerja
keuangan; (2) persepsi terhadap kinerja non keuangan dan (3) persepsi terhadap
urgensi penggunaan media tertentu untuk menyampaikan informasi. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa umumnya tidak terdapat kesenjangan harapan
antara nasabah dan manajemen bank syariah, baik dalam hal penyampaian
informasi keuangan maupun media penyampaian yang digunakan. Namun pada
pengujian detail menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan harapan antara
nasabah deposito dengan manajemen bank syariah dalam hal penyampaian
informasi keuangan maupun non keuangan serta media penyampaian informasi
yang digunakan.*®

Saputro (2011) telah melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi
101 Rev 2011Atas Pendapatan Non Halal sebagai suatu masukan pada Eksposur
Draft PSAK Revisi PSAK. Saputro melakukan analisis deskriftif untuk
menemukan titik lemah PSAK 101 secara khusus yang menyangkut akuntansi
Pendapatan Non Halal. Saputro menganalisis Paraghraf 62 PSAK 101 yang
mengatur bahwa Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut
tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi
konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitaas syariah.
Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan

penggunakan dana kebajikan.Hasil Penelitian Saputro menyimpulkan bahwa

% Rizal Yahya dkk, “ Kesenjangan Harapan Pacific-Basin Finance Journal Dalam
Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah”, entri dalam buku Current
Issues Lembaga Keuangan Syariah, Editor Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 127-164.
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terdapat pelanggaran prinsip syariah, yaitu dana non halal menghasilkan
pendapatan administrasi yang kemudian menjadi pendapatan bank. Pendapatan
Non Halal tidak tepat jika disalurkan melalui skema pinjaman gardh. Dana Non
halal seyogianya disajikan terpisah dari dana kebajikan karena memiliki substansi
yang berbeda. Adanya pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan gardh
yang berasal dari dana non halal akan mengalir sebagai pendapatan bagi bank.

Pendapatan Non Halal seyogianya segera diinfakkan dijalan Allah.*

H. Kerangka Pemikiran

Penelitan yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana
issue melalui penelitian ini tidak terbatas hanya pada permasalahan Pendapatan
Non Halal, tetapi lebih luas menjangkau berbagai issue seperti basis akrual dan
kas basis, pengakuan pendapatan murabah. Penelitian ini akan mengungkap secara
lebih menyeluruh tentang transaksi perbankan syariah yang terkait dengan
konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dengan sudut pandang yang
memperhatikan Sumber Hukum Normatif, Fatwa DSN, dan hukum positif seperti
PBI dan PSAK secara kait mengkait akan dianalisis keserasiannya/interaksi dalam
mendorong penerapan prinsip bagi hasil dan kemaslahatan dengan dasar
paradigma “Teori Keadilan” . Hasil penelitian ini diharapkan memberikan
masukan dan kontribusi yang lebih besar bagi PSAK Syariah. Tahapan dari

kerangka pemikiran adalah sebagai berikut.

Tahap | : Komparasi antara PSAK dengan Penerapan di Bank Syariah
tentang konsistensi penerapan prinsip Bagi Hasil.

Tahap Il . Hasil komparasi Tahap | dianalisis dengan merujuk pada
peraturan sesuai PBI.

Tahap Il : Hasil analisis tahap Il lebih lanjut dirujuk pula kepada
Fatwa DSN

Tahap IV : Hasil pada tahapan Il lebih lanjut dianalisis sesuai teori
keadilan.

®Andik S. Dwi Saputro, « Masukan untuk EDPSAK101 Rev 2011: Perlakuan Akuntansi
atasPendapatan non Halal Perlu disempurnakan”, entri pada Bahan-Bahan Terpilih Dan Hasil
Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah 111, IAIN SU 29-30 Sept 2011, h. 165-189.
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Kerangka pemikiran dapat disajikan seperti skema berikut ini.

Keadilan

\’

Gambar 1.2 Kerangka pemikiran
I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
didasarkan pada empatfilosofis, yaitu fenomenologis, interaksi simbolik,
hasil budi daya manusia dan fokus pembahasannya berkaitan erat dengan
kegiatan manusia baik secara normative maupun historis. Ciri karakteristik
penelitian ini sebagai penelitian kualitatif antara lain, mempunyai sifat
induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data empirik
penerapan akuntansi syariah di Perbankan Syariah, mengikuti desain
penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. ®*

Dari dimensi manfaat, penelitian ini adalah penelitian terapan,
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah inskosisensi
perbankan syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil.Menurut Sujoko
Efferin dkk, penelitian terapan bukan dimaksudkan untuk pengembangan
teori/konsep, melainkan untuk mencari solusi.®® Penulis tidak sependapat

dengan pandangan ini, di mana setiap temuan penelitian sesungguhnya

81 Lihat Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), h. 14-15.

62 Sujoko Efferin dkk, Metode Penelitian Akuntansi: mengungkap Fenomena Dengan
Pendekatan Kuantitaif dan Kualitatif, (Jakarta: Graha Iimu, 2008), h. 18.



40

berguna  membuktikan  apakah  teori yang berlaku  masih
berkorespondensi(sejalan dan relevan) dengan fakta-fakta. Jika tidak
berkorespondensi, maka perlu dilakukan kritisasi terhadap teori dimaksud.
Penelitian terapan yang dilakukan ini sangat mungkin menghasilkan
temuan yang akan berkontribusi bagi pengujian teori-teori Akuntansi
Syariah yang berlaku saat ini untuk membuka bagi pengembangannya
lebih lanjut.

Riset ini adalah tergolong evaluation research sebagai bagian dari
Riset Aplikasi dengan tujuan mengevaluasi.Husein Umar membagi Riset
Akuntansi kepada Riset Dasar (Basic Research) dan Riset aplikasi
(application research). Riset Aplikasi dibagi kepada riset pengembangan,
riset tindakan (action research) dan riset evaluasi (evaluation research).
Risetevaluasi menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan
tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan dengan standar.®®

Penelitian menyangkut akuntansi perbankan syariah ini adalah
topik-topik pengembangan bidang akuntansi Akuntansi Islam sebagaimana
menurut Umar yang mengutip dari Belkaoui, adalah sebagai suatu bentuk
resistensi yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis.®*

Dari sisi ruang lingkup, penelitian ini ada pada lingkup akuntansi
keuangan. Masih menurut Husein Umar, lingkup Akuntansi Keuangan
membahas penyusunan laporan keuangan untuk tujuan publik meliputi
pencatatan, prinsip dan standar akuntansi. Sedangkan dari sisi Topik
Riset, penelitian ini dapat digolongkan pada Agency Theory, vyaitu
menempatkan  perusahaan sebagai intersection point bagi hubungan
kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur dan pemerintah.
Agency theory memberikan keyakinan kepada stakeholder tentang

®|jhat, Husein Umar, Metode Riset Akuntansi Terapan, Jakarta: Ghalia Indonesia,

2003, h. 12-19
®Ibid., h. 5.
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pengelolaan perusahaan oleh manajemen sebagai agen ® yaitu yang saat
ini dipopulerkan dengan sebutan GCG (Good Corparate Governance)

. Subjek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Standar Akuntansi Syariah, dengan unit
analisis bank syariah.Populasi bank syariah di Indonesia pada bulan
September2014 terdiri dari :

a. Bank Umum Syariah : 11 bank
b. Unit Usaha Syariah . 23 bank
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah : 163 bank

Sampel atau subjekpenelitian ini diambil sebanyak 7 (tujuh)bank
syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) BUS dan 2 (dua) UUS Bank Syariahdan
2 (dua) BPRS yang berkantor di Kota Medan dan Kabupaten Deli
Serdang, yaitu:

a. PT Bank Muamalat Indonesia

b. PT Bank Syariah Mandiri

C. PT Bank BNI Syariah

d. UUS PT Bank Sumut Syariah.

e. UUS PT Bank CIMB Niaga Syariah

f. BPRS Alwashliyah Medan

g. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang

Pemilihan tujuhbank ini dipandang dapat mewakili populasi
penerapan standar akuntansi syariah pada bank syariah dengan
pertimbangan sebagai berikut:

a. Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri adalah Bank yang pertama
dan kedua berdiri menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan
kepemilikan asset maupun cabang yang terbesar dikalangan bank
syariah. Sebagai Bank Syariah yang telah lebih lama berdiri, dapat

®bid.,h. 8-9.
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diasumsikan kedua BUS ini telah memiliki SOP Akuntansi yang telah
tertata dengan baik.

b. Pemilihan Bank BNI Syariah diperlukan sebagai salah satu yang
mewakili BUS hasil spin off dari bank pemerintah.

c. Adapun UUS PT Bank Sumut Syariah adalah UUS yang memiliki
kantor Pusat di Medan, sehingga berbagai transaksi yang menyangkut
penempatan dana oleh kantor pusat UUS dapat turut diteliti sebagai
bahagian dari objek penelitian. Selanjutnya pemilihan UUS Bank
CIMB-Niaga diperlukan untuk mewakili Bank Syariah Campuran,
yaituBank Asing dan Bank Lokal.

d. Meskipun ketiga BUS dan dua UUS yang dijadikan subjek penelitian
ini adalah yang berkantor di Medan, hal ini tetap mewakili, karena
SOP suatu Bank adalah menjadi standar untuk semua kantornya.
Dengan demikian sifat subjek adalah homogen, di manakantor cabang
Medan dapat mewakili sebagai subjek penerapan akuntansi syariah
seluruh cabangnya di Indonesia.

e. Pemilihan dua BPRS mewakili populasi BPRS, dimana BPRS
Alwashliyah mewakili BPRS yang telah berdiri cukup lama, yaitu
lebih dari 15 tahun, sedangkan BPRS Amanah Insan Cita mewakili
yang paling muda operasionalnya (baru berumur kurang dari lima
tahun).

f.  Penerapan Standar Akuntansi oleh subjek 7 (tujuh) Bank Syariah di
dalam populasi seluruh bank syariah relatif homogen,® karena bank
syariah tunduk kepada PSAK dan PAPSI sebagaimana diatur pada
PBI. Jikapun terjadi Penyimpangan dari PSAK dan PAPSI, biasanya
disebabkan pernyataan-pernyataan di dalam PSAK maupun penjelasan

di dalam PAPSIyang membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda.

% Untuk Populasi yang homogen, sifat populasi terwakili oleh sampel (subjek) yang
sedikit. Arikunto mencontohkan, Satu ujung sendok teh yang dicicipi cukup mewakili rasa manis
satu gelas air yang menjadi populasinya, karena kesimpulan pada subjek (sample) yang homogen
berlaku untuk populasi. Lihat Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 132. Tentang Jumlah BUS dan UUS terdapat pada Statistik
Perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia posisi laporan 31 Oktober 2013.
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g. Berbagai transaksi syariah yang diatur pada PSAK diasumsikan telah
terdapat penerapannya di BUS, UUS dan BPRS yang dijadikan
subjek, sehingga dapat dilakukan komparasi antara penerapan di Bank
Syariah dengan ketentuan pada PSAK dan PAPSI.

3. Sumber dan metode pengumpulan data

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan
mengkombinasikanperolehan data melalui penelitian pustaka (library
research) dan penelitian lapangan (field research).Disebut penelitian
lapangan karena data-data penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari
sumbernya (data primer).®’

Sumber pustaka (library research), merupakan data yang tersedia
dari sumber sekunder.®® Data ini diperoleh dari olahan internal berupa
dokumen-dokumen antara lain: Jurnal Akuntansi, laporan keuangan, SOP
Akuntansi, Risalah Rapat. Sumber pustaka diperoleh pula melalui
penelusuran terhadap sumber hukum, seperti Alquran, Sunnah, Pendapat
para sahabat, Para Imam Mazhab, kaidah figh dan fatwa DSN. Sumber
pendapat para ahli akuntansi syariah ditelusuri melalui jurnal maupun text
book. Terkait regulasi ditelusuri dari PBI dan PSAK. Keseluruhan sumber
di atas adalah yang relevan dengan bahasan prinsip bagi hasil dalam
kaitannya dengan akuntansi perbankan syariah.

Data primer dikumpulkan melalui wawancaradengan menyiapkan
instrumen pengumpulan data,yaitu kuesioner (daftar
pertanyaan).Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka, tertutup dan
multiple choice menyagkut praktik akuntansi yang berlangsung dan juga
pandangan para ahli tentang praktik akuntansi yang berlaku. Kuesioner

diajukan melalui  diskusisecara individu (in-depth interview),*tanya

%" Sujoko Eferin dkk, ... h. 19.

*®Ibid., h. 20.

% Marshal menyebutkan in-depth interview sebagai metode pengumpulan data melaui
“Conversation with a purpose” yang memiliki tiga tipe umum, yaitu pembicaraan informal,
mengikuti pendekatan wawancara umum dan standardisasi open-ended question. Lihat Catherine
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jawabkepada sekelompok orang dalam bentuk FGD (Focus Group
Discussion)antara penulis selaku peneliti dengan Narasumber, disamping
itu terdapat pula isian kuesioner yang tidak perlu didiskusikan.
Narasumber di Bank Syariah antara lain para staf akuntansi, para
supervisor, internal auditor sampai kepada pejabat tertinggi yang terkait
langsung dengan penyusunan laporan keuangan Bank Syariah.

Untuk memeroleh pemahaman yang lebih mendalam Narasumber
terdiri pula dari pihak ketiga, yaitu eksternal Auditor (Akuntan Publik),
Pengawas Bank Indonesia. Narasumber berikutnya adalah, teman sejawat
Akuntan Pendidik,anggota DSAK IAI dan Para Pakar Akuntansi, anggota
Dewan Pengawas Syariah maupun anggota DSN guna mendapatkan
masukan tentang solusi-solusi yang akan ditawarkan terhadap
permasalahan yang ada. Melalui wawancara dan diskusi ini penulis
mengharapkan dapat menggali secara mendalam tentang penerapan
akuntansi di Bank Syariah, penafsiran terhadap PSAK dan pandangan
terhadap issue yang dikemukakan penulis.

Data primer dan data sekunder diolah dengan melakukan studi
dokumen, review dokumen atau analisis dokumen. Analisis dokumen
dilakukan dengan tahapan-tahapan: kompilasi dokumen, pemilahan
dokumen, analisis mendalam, analisis komparasi dan pengambilan

kesimpulan.

4. Metode Analisa
Analisis penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, vyaitu

Pengumpulan data dan reduksi data,penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

a. Pengumpulan data dan Reduksi data (istinbath), adalah proses deduktif

yang menyimpulkan dari sumber-sumber hukum Islam yang

Marshall and Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research, (New Delhi: Sage
Publication, 1995), h. 80-81.
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merupakan kaidah akuntansi yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil
di bank syariah. Sumber-sumber hukum dimaksud adalah Alquran,
Sunnah, ljtihad-ljtihad ahli figh dan Ulama yang tercermin pada
Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia, PSAK dan pandangan para
ahli akuntansi.

Dalam proses ini juga terjadi proses induktif, yaitu menarik
kesimpulan dari praktek akuntansi empirik di lima institusi Bank
syariah yang menjadi subjek penelitian.

b. Penyajian data dimaksud adalah data komparasi, berupa tahapan
analisis deskripsi komparasi (tahl’l>/mug+ran) dengan
membandingkan kaidah-kaidah akuntansi syariah menurut sumber-
sumber hukum yang disebutkan di atasdengan fakta empirik praktek
akuntansi atas issue-issue yang menjadi fokus penelitian. Analisis
meliputi kesesuaian maupun perbedaannya termasuk yang menjadi
sebab perbedaannya. Dalam menganalisis pada tahap ini akan
didasarkan kepada teori keadilan dengan pertimbangan maslahah.

c. Penyusunan rekomendasi (¢t b°gi / pengimplementasian) adalah
berupa saran-saran tentang penyempurnaan baik dari sisi PSAK
maupun untuk diterapkan oleh Bank Syariah yang lebih sesuai dengan

keadilan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB |, adalah BAB PENDAHULUAN, berisi uraian tentang Latar
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah,Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan
Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB Il, adalah BAB BANK SYARIAH : PERTUMBUHAN,
TANTANGAN DAN HARAPAN. Dalam bab ini dibahas sejarah pendirian Bank
Syariah, Kinerja Bank Syariah, serta tantangan dan harapan pertumbuhan bank

syariah. Dalam bab ini diuraikan sejarah berdirinya bank syariah di beberapa
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negara. Sejarah pertumbuhannya di Indonesia, serta berbagai permasalahan yang
dihadapi Bank Syariah di Indonesia.

BAB IlI. Adalah BAB AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH
ISLAM. Dalam bab ini akan dibahas Akuntansi dikalangan arab sebelum islam,
Akuntansi pada masa rasul dan khulafaur rasyidin, Akuntansi pada masa daulah
islam, Pengaruh akuntansi islam terhadap akuntansi modern, Perkembangan
akuntansi islam yang terorganisir dan Perkembangan kajian akuntansi syariah.

BABIV, adalah BAB ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP
BAGI HASIL. Pembahasan pada BAB ini adalah analisis kritis terhadap
penerapan prinsip bagi hasil pada beberapa subjek penelitian. Pembahasan
meliputi Akuntansi Produk Penghimpunan Dana, Akuntansi produk penyaluran
dana dan Akuntansi Distribusi Bagi Hasil.Pada Bab ini akan diuraikan secara
terperinci berbagai issue-issue yang merupakan perbedaan antara Fatwa DSN,
PBI, PSAK dan Penerapannya, maupun Kritik terhadap Fatwa, PSAK sendiri.

Bab VI, adalah BAB KESIMPULAN DAN SARAN, yang merupkan hasil

penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.



